
 

 
 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.591, 2012 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR 
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI. 
Penilaian Mandiri. Reformasi Birokrasi. Online 

 

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 31 TAHUN 2012 
TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS 
PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 

SECARA ONLINE 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang  :  a. bahwa dalam rangka mempermudah, meningkatkan 
efektifitas dan efisiensi implementasi Penilaian Mandiri 
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana termuat 
dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012, 
perlu disusun ketentuan yang lebih rinci; 

b. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud 
pada butir 1 dan sejalan dengan Pasal 3 Peraturan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman 
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, 
perlu ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang 
Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan 
Reformasi Birokrasi secara Online; 
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Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2008 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5038); 

8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2010-2014; 

9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang 
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025; 

10. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang 
Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi 
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Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional 
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden 
Nomor 23 Tahun 2010; 

11. Keputusan Presiden Nomor 59/P/201 1 tentang 2010 
tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas 
Pembangunan Nasional 2010; 

12. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi 
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012; 

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2010 
tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014; 

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 1 tahun 2012 tentang 
Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi 
Birokrasi; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR 
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG 
PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN 
REFORMASI BIROKRASI SECARA ONLINE. 

Pasal 1 

(1) Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 
(Petunjuk Teknis PMPRB) secara Online adalah panduan yang 
digunakan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, 
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi/Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN) dan 
Tim Quality Assurance (TQA); 

(2) Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh: 
a. Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk melakukan 

penilaian kesiapan dan kemajuan pelaksanaan reformasi 
birokrasi secara mandiri; 

b. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi/UPRBN untuk menilai kesiapan, monitoring dan 
evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pengelolaan data dan 
informasi dalam rangka penyusunan profil pelaksanaan reformasi 
birokrasi baik pada tingkat instansional kementerian/lembaga, 
pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota 
maupun profil keseluruhan kementerian/lembaga, pemerintah 
daerah dan profil nasional serta pelaporan kepada Komite 
Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN); 
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c. TQA untuk melakukan penjaminan kualitas pelaksanaan 
reformasi 

Pasal 2 
(1) Petunjuk Teknis PMPRB secara online meliputi mekanisme 

pengoperasian, pengelolaan dan penyajian informasi, dan proses 
pencapaian tujuan dan sasaran reformasi birokrasi; 

(2) Mekanisme pengoperasian, pengelolaan dan penyajian informasi 
PMPRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat pada Lampiran 
I peraturan ini; 

(3) Proses pencapaian tujuan dan sasaran reformasi birokrasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat pada Lampiran II 
peraturan ini. 

Pasal 3 
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi/UPRBN memfasilitasi kementerian/lembaga dan pemerintah 
daerah dalam rangka penerapan PMPRB melalui metode saling belajar 
dan tukar pengalaman dalam pelaksanaan reformasi birokrasi antar 
instansi pemerintah dalam dan/atau luar negeri guna peningkatan 
kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi kementerian/lembaga dan 
pemerintah daerah . 

Pasal 4 

Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah menyampaikan hasil 
penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara online 
kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi/UPRBN minimal sekali dalam setahun pada akhir bulan Maret 
untuk periode tahun sebelumnya. 

Pasal 5 
(1) Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 
Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Dokumen Usulan dan Road 
Map Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga, dan 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor Nomor 53 Tahun 2011 tentang Penjaminan Kualitas 
(Quality Assurance) dan Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, 
dinyatakan tidak berlaku; 

(2) Bagi Kementerian/Lembaga yang sedang dilakukan penilaian oleh: 

a. UPRBN dan sudah sampai tahap akhir penilaian berdasarkan 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian 
Dokumen Usulan dan Road map Pelaksanaaan Reformasi 
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Birokrasi Kementerian/Lembaga dilanjutkan hingga penilaian 
selesai dilakukan; 

b. TQA dan sudah sampai tahap skoring berdasarkan Peraturan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 53 Tahun 2011 tentang Penjaminan Kualitas (Quality 
Assurance) dan Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi 
dilanjutkan hingga penilaian selesai dilakukan. 

(3) Bagi Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah yang belum 
dilakukan penilaian, maka Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini dijadikan sebagai dasar 
menilai kesiapan, monitoring dan evaluasi serta penjaminan kualitas. 

Pasal 6 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara 
Republik Indonesia. 

 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 31 Mei 2012 
MENTERI PENDAYAGUNAAN 
APARATUR NEGARA DAN 
REFORMASI BIROKRASI 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
AZWAR ABUBAKAR 

 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 8 Juni 2012 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
AMIR SYAMSUDIN 
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LAMPIRAN I 
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 31 TAHUN 2012 
TENTANG 
PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN 
REFORMASI BIROKRASI SECARA ONLINE 
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MENTERI PENDAYAGUNAAN 
APARATUR NEGARA DAN 
REFORMASI BIROKRASI 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
AZWAR ABUBAKAR 
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LAMPIRAN II 
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 31 TAHUN 2012 
TENTANG 
PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN 
REFORMASI BIROKRASI SECARA ONLINE 

 
 

PROSES PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN REFORMASI 
BIROKRASI 
1. Keterkaitan Program makro, Mikro, dan Percepatan Reformasi 

Birokrasi dengan Area Perubahan 
 
Untuk menggambaran proses pencapaian tujuan dan sasaran reformasi 
birokrasi dengan model PMPRB, Lampiran ini menyajikan kembali secara 
ringkas tentang tujuan, sasaran dan ukuran keberhasilan reformasi 
birokrasi sebagaimana dijelaskan pada gambar di bawah ini: 

 
Tujuan reformasi birokrasi adalah "menciptakan birokrasi pemerintah 
yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja 
tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani 
publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai 
dasar dan kode etik aparatur negara" (Perpres No. 8 1/2010 tentang Grand 
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Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025). Inti dari manajemen 
pemerintahan yang dicita-citakan oleh masyarakat Indonesia adalah 
birokrasi yang "bersih, kompeten, dan akuntabel". Untuk mewujudkan 
cita-cita tersebut sudah dikembangkan kerangka regulasi nasional yang 
dituangkan dalam 6 (enam) program RB pada tingkatan makro; yaitu: 
1. Penataan Organisasi; 
2. Penataan Tatalaksana; 
3. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur; 
4. Penguatan Pengawasan; 
5. Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan 
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 
Keenam program RB secara makro tersebut memberikan landasan 
konseptual untuk mencapai area perubahan yang pencapaiannya 
ditekankan pada pelaksanaan program RB pada tingkat mikro oleh K/L 
dan Pemda. Dalam rangka itu dan mengacu pada Perpres 8 1/2010 telah 
diterbitkan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 20 tahun 2010 tentang 
Roadmap Reformasi Birokrasi 2010 - 2014 yang memuat 9 program mikro 
RB seperti diuraikan dibawah ini: 
1. Manajemen Perubahan 
2. Penataan Peraturan Perundang-undangan 
3. Penataan dan penguatan organisasi 
4. Penataan tatalaksana 
5. Penataan sistem manajemen SDM Aparatur 
6. Penguatan pengawasan 
7. Penguatan akuntabilitas publik 
8. Peningkatan kualitas pelayanan publik 
9. Monitoring dan evaluasi  
Untuk memperkuat kerangka regulasi RB secara makro, Kementerian PAN 
dan RB pada tahun 2012 mencanangkan 9 (sembilan) program percepatan 
RB, yaitu: 
1. Penataan Struktur Birokrasi; 
2. Penataan Jumlah, dan distribusi PNS; 
3. Sistem Seleksi dan Promosi secara Terbuka; 
4. Profesionalisasi PNS; 
5. Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah (E-Government); 
6. Penyederhanaan Perizinan Usaha; 
7. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas aparatur; 
8. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri; 
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9. Efisiensi Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Kerja Pegawai 
Negeri Sipil 

6 (enam) program makro, 9 (sembilan) program mikro dan 9 (sembilan) 
program percepatan reformasi birokrasi dilakukan dalam rangka 
pencapaian terhadap 8 (delapan) area perubahan sebagaimana ditetapkan 
dalam Perpres No. 8 1/2010. Delapan area perubahan reformasi birokrasi 
dimaksud mencakup: 
1. Organisasi 
2. Tatalaksana 
3. Peraturan Perundang-undangan 
4. SDM Aparatur 
5. Pengawasan 
6. Akuntabilitas publik 
7. Pelayanan publik 
8. Pola pikir (mindset) dan budaya kerja Aparatur 
Hasil akhir dari pelaksanaan program RB pada tingkat mikro dan makro 
akan mewujudkan tercapainya 3 (tiga) sasaran utama reformasi yang 
dituangkan ke dalam 6 (enam) indikator keberhasilan RB sesuai dengan 
Perpres No. 5 tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014 dan Perpres 
No.81/2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025: 
1. terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan 

nepotisme. Indikator untuk menilai kemajuan sasaran ini adalah Indeks 
Persepi Korupsi dan Opini BPK (WTP) 

2. meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Indikator 
kinerja utama adalah Indeks Kemudahan Berusaha dan Indeks 
Integritas Pelayanan Publik. 

3. meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Indikator 
yang digunakan adalah indeks efektifitas pemerintahan dan instansi 
pemerintah yang akuntabel. 

 

2. Proses Pencapaian Tujuan dan Sasaran RB Nasional dengan 
Menggunakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 
(PMPRB) 

Untuk menilai dan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
RB serta mengawal proses pencapaian tujuan, sasaran dan keberhasilan 
pencapaian RB Nasional, telah ditetapkan Peraturan Menteri PAN dan RB 
No. 1 Tahun 2012 tentang Pedoman PMPRB. Proses pencapaian tujuan 
dan sasaran RB Nasional dengan menggunakan model PMPRB disajikan 
pada pada Gambar 2 di bawah ini: 
Gambar 2: Model PMPRB 
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Sumber: Peraturan Menteri PAN dan RB No.1/2012 (hal: 6) 
Gambar 2 di atas menyajikan penerapan PMPRB dalam mengawal proses 
pencapaian sasaran dan tujuan reformasi birokrasi. Monitoring dan 
evaluasi terhadap 9 (sembilan) program mikro RB (Peraturan Menteri PAN 
dan RB No. 20/20 10) dilakukan terhadap komponen Pengungkit PMPRB 
yang terdiri dari 5 Kriteria yaitu: Kepemimpinan, SDM Aparatur, 
Perencanaan Strategis, Kemitraan dan Sumber Daya dan Proses. Ke-lima 
kriteria tersebut dijabarkan lagi ke dalam 20 sub -kriteria dan 115 
pertanyaan. Kriteria Pengungkit PMPRB sudah mencakup 9 (sembilan) 
program Mikro RB. 

"Hasil yang diharapkan" dari program dan kegiatan reformasi birokrasi 
(Peraturan Menteri PAN dan RB No. 20 Tahun 2010) diukur dengan 
pemenuhan Indikator Kinerja Internal di dalam Komponen "Hasil", Sub 
Kriteria "Hasil Kinerja Utama". Hasil Kinerja Utama mencerminkan 
capaian yang diperoleh oleh instansi terkait dengan Renstra dan Roadmap 
RB yang telah ditetapkan. Sub-kriteria "pemenuhan target indikator 
internal" bertujuan untuk mengetahui sejauhma na kinerja instansi dalam 
memenuhi target indikator internal dengan menggunakan indikator yang 
terkait langsung dengan "Hasil yang diharapkan' pada tingkatan mikro RB. 
Sub-kriteria "pemenuhan target indikator eksternal " menyangkut 
penilaian pencapaian IKU dari masing-masing K/L dan Pemda yang 
didapatkan dari IKU RPJMN 20 10-2025 yang mendukung pencapaian 
keberhasilan reformasi birokrasi yang terdiri dari actionable dan un-
actionable indicators seperti dijelaskan sebelumnya. Dalam hal ini, yang 
tergolong ke dalam actionable indicators adalah: (1) Opini BPK (WTP); (2) 
Integritas Pelayanan Publik; (3) Peringkat Kemudahan Berusaha; dan (4) 
Instansi Pemerintah Yang Akuntabel. 
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Dalam Peraturan Menteri PAN dan RB No. 1 Tahun 2012, telah ditetapkan 
IKU generik 
yang disarikan dari IKU RPJMN 2010-2014 yang harus dimiliki oleh setiap 
K/L dan 
Pemda dalam rangka mendukung tercapainya tujuan, sasaran dan 
indikator keberhasilan RB nasional. Hal ini untuk memastikan ada 
keterkaitan antara kemajuan RB instansional dengan capaian pada 
tingkat nasional berupa tercapainya sasaran dan indikator keberhasilan 
RB. Setiap K/L dan Pemda akan mempunyai IKU yang dipantau terus 
untuk mendorong pencapaian sasaran RB nasional. 

Model PMPRB tidak hanya dapat memantau kemajuan pelaksanaan 
reformasi birokrasi tapi juga dapat mengukur kemajuan program 
perbaikan internal manajemen K/L dan Pemda sebagai bagian dari 
program Pendayagunaan Aparatur Negara . Karena PMPRB mengadopsi 
model Common Assessment Framewor k (CAF) yang secara metodologis 
sudah teruji dan diterapkan pada lebih dari 2000 intansi pemerintah di 
dunia, maka PMPRB lebih kredibel dalam memberikan informasi kepada 
pengambil keputusan untuk membuat dan mereview kebijakan nasional 
mengenai reformasi birokrasi. Penilaian dengan model PMPRB 
memberikan keyakinan yang kuat bahwa tujuan dan sasaran RB seperti 
tercermin dalam 6 (enam) indikator keberhasilan RB , dapat tercapai 
pada akhir tahun 2014. Pada akhirnya, semua ini akan memperbaiki 
kinerja instansi secara berkelanjutan menuju pemerintahan kelas dunia 
(world class governance). 

Gambar 3 di bawah ini mengilustrasikan bagaimana sembilan Program 
Mikro RB dicakup dalam Komponen Pengungkit, hasil yang diharapkan 
dicakup dalam Komponen Hasil; pencapaian tujuan dan sasaran RB 
dipantau melalui Sub-kriteria pemenuhan target Indikator Internal. 
Gambar 3: Program mikro RB dan hasil yang diharapkan tercakup dalam 
Model PMPRB 
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Model PMPRB: 9 Program Mikro RB dalam 
Pengungkit dan Hasil PMPRB 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
Seperti terlihat dalam gambar 3 di atas, Program "Penataan Sistem 
Manajemen SDM" dicakup dalam Kriteria SDM Aparatur , yaitu sub-
kriteria 3.2. dan sub-kriteria 3.3. Penilaian hasil Program Mikro RB 
dicakup dalam Kriteria Hasil Kinerja Utama dengan sub-kriteria Target 
Indikator Internal. Proses pencapaian tujuan dan sasaran RB dicakup 
dalam Kriteria hasil Kinerja Utama dengan sub-kriteria Target Indikator 
Eksternal. PMRB dengan demikian menghubungkan pencapaian kinerja 
pada level instansional (K/L dan Pemda) dengan pencapaian target RB 
Nasional 2014. PMPRB dalam Peraturan Menteri PAN dan RB No.1/2012 
sudah menyaring indikator sektoral K/L di RPJMN 2010-2014 yang 
mempengaruhi langsung pencapaian target RB Nasional. 
Hubungan sebab-akibat antara Komponen Pengungkit dan Komponen 
Hasil seharusnya mewujudkan proses perbaikan bagi instansi melalui 
inovasi dan pembelajaran. Proses perbaikan ini akan meningkatkan 
kinerja instansi pemerintah secara berkelanjutan. Komponen Pengungkit 
sangat menentukan keberhasilan tugas instansi, sedangkan Komponen 
Hasil berhubungan dengan kepuasan para pemangku kepentingan dan 
pencapaian IKU instansi yang bersangkutan. 
Sistem penilaian PMPRB (Peraturan Menteri PAN dan RB No.1/2012) 
menilai kemajuan pelaksanaan pengungkit (sebagai "cause") dan hasil 
(sebagai "effect") berdasarkan buktibukti dengan menggunakan siklus 
kualitas PDCA, serta mendorong pemberdayaan internal K/L untuk 
melakukan perbaikan berkelanjutan. Sistem PMPRB memiliki berbagai 
keunggulan, yaitu melihat proses pengungkit yang mendorong tercapainya 
hasil, dan juga adanya rencana perbaikan dan tindak lanjut sebagai 

 Contoh PROXY Pengungkit 9 Program Mikro RB: 
5. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 

3.1 Merencanakan, mengelola dan meningkatkan kualitas SDM Aparatur secara transparan dan akuntabel sesuai dengan 
Renstra dan Road Map Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah 
3.2 Mengindentifikasi, mengembangkan dan menggunakan kompetensi pegawai serta menyelaraskan tujuan individu dan 
instansi. 

P EN GUN GK IT HASIL 

6. HASI L PADA 
MASYARAKAT / 
PENGGUNA LAYANAN 
6.1 6.2 

7. HASIL PADA 
SDM APARATUR 7.1 7.2 

8. HASIL PADA 
KOMUNITAS LOKAL, 
NASIONAL & ITL. 8.1 8.2 

9. HASIL 
KINERJA 
UTAMA 

9.1 TARGET 
IN DI KATOR 
INTERNAL 

9.2 TARGET 
IN DI KATOR 
EKSTERNAL 

4. KEMITRAAN & SUMBERDAYA 
 4.1 4.3 4.5 
 4.2 4.44.6 

2. PERENCANAAN STRATEJIK 
2.1 2.3 
2.2 2.4 

3. SDM APARATUR 
3.1 3.3 

3.2 

5. 
ROSES 

5.1 
5.2 
5.3 

IN O VA SI DA N  P E M BE LA JA RA N 

Contoh PROXY Pengungkit 9 Program Mikro RB: 
8. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 

5.2 Mengembangkan dan menyediakan 
pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan 
masyarakat/pengguna layanan 

PENILAIAN 9 PROGRAM MIKRO RB 
SESUAI DENGAN PERPRES 81/2010 

(GRAND DESIGN RB) DAN 
PERMENPAN 20/2010 (ROAD MAP 

RB) 

PENILAIAN 4 
ACTIONABLE 

INDICATORS TARGET 
MAKRO RB 

(PERPRES 81/2010) 

5

1. KEPEMIMPINAN 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
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proses perbaikan internal berkelanjutan bagi K/L dan Pemda. 
Kementerian PAN dan RB melalui PMPRB dapat membantu dan 
memfasilitasi K/L dan Pemda untuk mengidentifikasi kekuatan dan 
kelemahan internal dan memperbaiki kelemahan dan meningkatkan 
kekuatan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi. 
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